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a.. bahwa sesuai dcngan ketenruan Pasal l ayat (1) P,01;,;tur.;11 

Pcrncrir.tah 'Nomor 69 Tahun 2010 tenrang Tara Cara 
Pemberian dan Petnanfaatan lnsentif Pemungutan l'aJak 
Daerah dan Retribusi Daerah, insentif pernungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tambahan 
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan mas kinerja 
tertentu dalam melaksanakan pernungutan pajak dan 
retribusi; 

b. bahwa sesuai dengan ketcntuan Pasal 58 ayat (3) can ayat (4) 
Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengeloaan Keuangan Daerah , Pernher ian Tarnbahan 
Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah 
ditctapkan dcngan Pcraruran Kcpala Dacrah dcngan 

bcrpedoman pada Peraturan Pcmcrintah, dan dalam hal 
Peraruran Pemcrintah dimaksud belurn ditetapkan, Kepala 
Daerah dapat membcrikan tarnbahan pengnasnan setetan 
mcndapat persetujuan Men ceri; 

c. bahwa agar pembcrian insentifpemungutan Pajak Daerah dan 
Rctribusi Daerah scbagai bagian dari tarnbahan perighaailan 
dnput dilaksunuk.rn scsun] clcngan asas kcparuiun, kcwajaran 
dan raslonatitas bcrdasarkan pada tanggung jawab, 
kebutuhan, serta karakteris.ik dan kondisi obiektif daerah 
maka tntn r.nrn pt"mhrd;.ir1ny;.i pcrlu diarur clal,:im Pera n rra n 

Bu pati; 

Menirnbang 

BUPi\TI GROBOGAN, 

DE!\Cl/\N RA II MAT Tl.lHJ\N YANG MJ\IIA ESA 

PERATURAN BUPA'l'I GROBOGAN 

NOMOR If TAHUN 2020 

Tl'.:NTANU 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGQUNGJAWABAN 

PEMBERlAN INSENTIF PJ\JJ\K DAERAI I DAN RETRIBUSJ DAERt\H 

BAGI SATUAN K8FUA P8RANGKAT DAERAH PELAKSANA PENDAPATAN DAERAH 

BUPATI lrl<08t)(JA1~ 

PROVINS! JAWA TENGAH 
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Pernerintahan Daerah (l~mhl'lran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2'11, Tambahan Lcmbaran Negara 

Re publik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

bcberapnkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

T.ihc111 20 l 5 icntang Pcrubahan Kcd ua Aias Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ieruang Perncrintahan Daerah 
(l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor SR, 

Tambahan Lernharan Negara Republik Indonesia Ncrnor 
5679); 

5. Peraturan Pemenntah Nornor 6Y Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pernberian dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (l.embaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomcr 5161); 

n. Peraruran Pe:nerintah Nomor 12 Tahun 20 l 'l ten tang 

Pengclolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Rept:blik 

Indonesla Tahun 2019 Nomor 4'.l, 'l'ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabuparen 
Grobogan Ta ht m 2011 Nomor 1 ,Seri BJ sebagaimaria telah 

diubah dengon Pcraturan Daerah Kabupateu Grobogan 

Nern or 14 Tahun 20 J 6 ten tang Perubahan Ates Pera tu ran 

2014 tentar.g 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam auruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengar.ggaran, 

Pelaksanaan dan Pertartggtmgjawaban Pernberian lnsentif 

Pajak Daerah den Retribusi Daerah Bagi Satuan Kerja 

Pcrungkat Daerah Pelaksana Pcndapatan Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Cndang Dasar Negara Repubbk 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan 

Dac rah-Daerah Knbuparen dalam Lingkunga n Propine:i .Jnwa 
Teriga h; 

3. U11da11~·U11u<1ng Nurnor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi IJacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5049J; 

L. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 

Mengingat 
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11. Pcraturan Dacrah Kabupaien Grobogan Nomor 4 Tahun ?012 

tentang Retribusi Pcrizina» Tertenru [Lernbarn r; Dnerah 

Kr, bu paten G robogan Tuh un 20 l 2 Nomo, 3 Seri CJ 
sebagairnana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraruran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor l Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizina n 
Tertentu [Lembaran Daerah Kahuparen Grobogan Tahun 
201Q Nornor 1, Tarnbahan Lembare n Daerah Kabuparen 

Grcbogan Nornor 1); 

8); 

10. Pera tu ran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 

Lentang Rerribusl Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Grabogan Tahun 20l2 Nomor 2 Seri C) sebagairnana telah 
diubah oeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2018 ten tang 

Perubahan Ketiga Atas Perarurs n Daern h Kabupaten 

Grobogan Nornor 3 T'ah uri 2012 ten tang Retribusi Jasa Usaha 

[Lcmbar an Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 
8, Tamoshan Lernbaran Daerah Kabupaten Orobogan Nomor 

7); 

I 

Daerah Kabunaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
I 

Pajak Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 
2016 Nornor 14, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten 
Grobogan Nomor 141: 

8. Peraruran Daerah Kabuputen Grobogan Nornor l Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangur.an Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Crobogan Tahun 2012 Nornor 
1 Seri BJ; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Urnurn (Lernbaran Daerah Kabupaten 

Grobogan Tahun 2012 Norn or l Seri C) eebagaunana telah 

dizbah beberapa kali teraknlr dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dae-ah Kabupaten 
Grobogan Nornor 2 Tahun 2012 ten tang Retribusi Jasa Umum 
(Lcrnbarnn Dacruh lfohupaten Grobogan Tahun ?C!8 Nomor 

7, Ta in bahan Lomba rn 11 r>:,erah Kabupa ten Groboga n Norn or 
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7. Insentif Pernungutan Pajak dar; Retribusi yang selanjutnya disebui Insentif 
adalah tamoahan penghas.lan yang diberikan sebagai penghargaan aras kinerja 
iertentu dalarn melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribus,. 

8. Pajak Due ro h , yung aclanjutnya discbut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang tcrutang oleh orang pribadi alau badan yang bersifat rnernaksa 

berdasarkan uncang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan unruk keperluan Dacrah bagi sebesarbcsarnya 
kernakrnur-cn re kya t. 

9. Retribusi Daerah, yang sclanjul nya rliscbut l~ctr:busi, adalah pungutan Daerah 

sebagai pembayarar, atas jasa ntau pembcrian izin terientu yang khusus 

pF.rnngkat d aer-ah parla Pcmcr in mh Dacruh yang melaksunakan u rusan 

Pcrucrirual 1a11 Daerah, 

4. Kcucrigan Dacrah adalah sernua hak dan kewajiban daeran dalarn rangka 

penyelenggaraan pernerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang . . 
termasuk didalarnnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah. 

!i Anggaran Pendapat:rn dun Bclanja Dacrah yaJJ~ selanjutnya dismgkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang diterapkan dengan peraturan 
Daerah. 

6. Satuan Kerja Pcrangkai Daerah vanz selanjutnya disingkar 8KPD adalah unsur 

• 

Dalarn Peraruran Bupati ini, yang dirns ksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupater. Grobogan. 

2. Bupali adalah Bupatl Grobogan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi 
kewenangan daerah otonom. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATL.:RAN RtJ::>A'fl TC:NTANG TATA CARA PENCANOG/\RAN, 

PELAK8ANAAN DAN PERTANGO:JNGJAWABAN PEMBERlAN 

lNSENTIP PAJAK DAERAH Df'.N Rt:THll:!USJ DAE:RAH 3AGI 
INST.'\NSI PELAKSANA PENDAPATAN DAERAH. 

Menerapkan 

MEMUTLJS'<AN : 



s 

(1) 8KPn perigelola pendapatan Pajak Daerah dan Rerribusi Oaerah menyusun 
pcrencanann Pcridapatan Dacrah setiap tahun anggaran. 

(2) SKPD pengelola pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah dalam 
menyusun perencanaan Pendapatan Daerah memperh.itungkan pula besaran 
Inscntif. 

'.3) Besaran lnsentif sebagaimana climuksud pada aya t (2) paling tinggi sebeaar 5% 

(lima persen) dari ta rget pcndapatan dalam tab uu uerkenaan. 

1:4) Inacntif diauggarakan pada .Jenis Belanja Pegawai, Obyek Tarnbahan 

Penghasitan Pegawai, Rincian Obyek Kondisi Obyektif Lainnya, pada SKPD 
berkenaan. 

BAB In 
PE]';GANGGARAN 

Pasal4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi 
a. penganggaran; 
b. pelaksanaan; dan 
c. per'tarrggu ng jawabsin. 

Pasal 3 

b. semanga: kerja bagi pejabat atau pegawai instansi; 
c. pendapatan daerah; dan 
d. pelayanan kepada masyarakat. 

' • 

Pcmberian ln scu tif dirna ksudk .. ,ri urn uk mcutngkaican: 

BAB ll 
fv<AKSUD DAN RVANC l..LNGKUP 

Pa:saJ 2 

disediakan ctan/atau diberikar oleh Pernerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau Badan. 

10. Pernungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghim.punan data 

objek dun subjck pejak atau rctribus], penentuan besarnya pajak atau retr.busi 

yang terutang sarnpai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 
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(.3) Pemberian lnsentif sebagaimaria dimalcsud pada ayat (l} dibayarkan setiap 

triwulan pada awal triwulan berikuuiya. 

(4) Dalam ha! target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan 
tersebu: dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah rnencapai target 
kinerja triwulan yang ditentukan. 

(1) SKI'D Fe laksaria Pemungut Pajak. dan Retrtbust dapac :!iberi Insentif apabila 
rnencapai kincrja tertentu. 

(2) Pencapaian kinerja tersebut sebagairnana ayat (1) diukur dari realisasi target 
pcndaparan dengan rencana target yang telah ditetapkan setiap triwulan dalarn 
APBD. 

Pasal 7 

(1) Inscnti. diberikan kcpada Sl<PD Pelaksana Pemur:gut Pajak dan Retribusi. 
(21 Insenti:' scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan tambahan 

penghasilan berdasarkan pertirnbangan obyektif lainnya. 
(3) lnsentif sebagaimana dirnaksud pada ayat 11) secara proporsional dibayarkan 

kepada: 
a. pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Recribusi sesuai 

dengan tanggung jawab masing-masing; 
b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung _awab pengelolaan kc·.iangan 

daerah: 

c. sek ret aris Dnerah se lak u koordinaror pengelolaan keuangan dacrah, 
d. pernungut Pajak Burr.i dun 13t1Hg11mm pada i ingkat desar' keluruhun clan 

kecamatnn , kcpnla dcsa z lu ra h .uuu scbut.an lain clan carnat, dan tenaga 
lain:,ya yang dituisaskan olch SKPD Pclak sana Pcmungut Pajak: dan 

e. pihak lain yang mernbantu SKPD Pelaksana pernungut Pajak dan Retribusi. 
(4) Pcmberian Jnsentif kepada Bupati, Wakil Bupati, clan sexretaris Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan 
dalarn ha] belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah. 

(5) Penerima dan besaran Insentif diretapkan dengan Keputusan Bupati, 

Pasal 6 

Pernberian clan pemanfaatan lnsentif dilaksariakan berdasarkan asas xcpatutan , 

kcwajarari, dan rasionatitas disesualkan dengsn besarnya canggung jawab, 

kebutuhan, serta karakteristik dan knndisi objektif daerah. 

BAB rv 
PELAKSANAAN 

Fasal 5 
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( 11 Besarnya pernbayaran lnsentif sebagairnana dimaksud dalarn Pa sa f, ayar ( 1) 

'unruk setiap b'ularmya di:<celompokkan berclasarkan realisasi penerimaan Pajak 

dan Rctr ibtrai tab u n anggaran scbclurnnya dengan ketentuan: 

a. di bawah ~p l.000.000.000.000.00 (satu tnliun rupiah 1, paling unggt 6 
{cnam) kal. gaji pukok dun 1 unjangun yang melekat: 

b. Rpl.000.000.000.000,00 · (saiu triliun rupiah) sampai dengan Rp 
2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima rstus milyar rupiah), paling tinggi 
7 (tujuh) kali gaj1 pokok dan tunjangan yang melekat; 

c, d: ates Rp2.500.00Cl.OOO.OOO,OO (dua triliun lima rat.ue milynr rupiah}, 
sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (lujuh triliun lima rarus milyar 
ruplah]. palir:g tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok clan tunjangan yang 
rr.elekat; 

cl. di atas Rp7.500.000.000.000,00 [tujuh triliun lima ratus rnilyar rupiab), 
paling t.nggi JO (sepuluh] kali gaji pokok rlan tunjangan yang melekar. 

(2'. Besarnya pembayaran lr.sentif untuk p,•m1rng11t Pajak Bumi dim Bangurian 

sebagaimana dimo ksud dalarn Pn snl 6 nyut [3) hurufd c itctapkan paling tinggi 

sebesar 5'% (lim" pcrscrarus) dari besarnya inscnur yang dltetapkan 
bcrcasarkan keterituan Pasal 4 ayat (3). 

(3l Besarnya oernbayaran lnsentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (3) huruf e ditetapkan paling tinggi scbesar 10% (sepuluh 
perseratus) dari besarnya lnsentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 
Pasal 4 ayat (3). 

(4) Apaoila dalam realisasi pemberian lnsentif berdasarkau keten.uan 
sebaga:mana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke 
kas daerah sebagai penerimaan daerah. 

Pasal 8 

(51 Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak terca pai, 
tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan unruk triwulan 
sebelumnya. 

(61 Dalam ha target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran 

telah tercapai atau terlampaui namun pcmbayaran lnsentif be.um dapat 

dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian lnsentif diberikan pada 
iahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan. 



SERITA DAERAII KAEUPAT~N li~Ul::lU<.iAN 'l'AHUN 20'.lO NOMOR 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 

KRETARJS DA AH 
KABLTPATEN GROBO N 

~ 
ARNI 

ATI GROBOGAN, 
pod a ta:1\ggaJ 

Ditet apkari di Purwodadi 

?eraturan Bupau mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTU? 

Pasal lU 

me ngajukan per-mohorian penca:ran Insentif, setelah mencapai kinerja tertcritu 

scbagaimana dirnaksud dalam Pa sal 7. 

(2) Permohonan pencalran sebagairnana cirnaksud pada ayat (l) diajukan melalu: 

rnekanisme Surat Permintaan Pernbayaran Langsung kepada Bendahara 
Pengeluaran. 

(3) Pernbayaran Insentif kepada penerima mengacu pada Peraturan Bupaf 
mengenai lmplementasi Pernhayaran Non Tunai. 

('1) Pertanggungjawabnn pengeluaran Insernif rnengikuti ketentuan rnekanisme 

pertanggungjawaban APB:>. 

[L] SKPD Pengelola Pendapatan Pajak Daerah dan Ret~ibusi Dacrah dapat 

RI\B V 

PERT1\NGGUNGJAWABAN 

Pasat 9 
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